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ABSTRAK

KINERJA PEGAWAI SEBELUM DAN SESUDAH BERBASIS
E-GOVERNMENT

(Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten
Tanggamus)

Oleh

REZA HANDIKA

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja pegawai sebelum dan
sesudah penerapan e-government di BPKAD Kabupaten Tanggamus. Penelitian
ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data
menggunakan kuisioner, dengan 36 orang sampel yang diambil dari populasi yang
berjumlah 57 orang pegawai BPKAD Kabupaten Tanggamus. Pengambilan
sampel menggunakan teknik Sampling Insidental dengan rumus Slovin. Data
dianalisis menggunakan Metode Analisis Diskriminan. Hasil penelitian diuji
dengan metode stepwise dengan menggunakan 3 variabel kinerja pegawai. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada variabel
kuantitas kerja dan ketepatan waktu sebelum dan sesudah penerapan
e-government. Sedangkan pada variabel kualitas kerja tidak menunjukkan adanya
perbedaan yang signifikan. Kinerja pegawai sebelum dan sesudah penerapan
e-government menggunakan Wilk`s Lambda di dapatkan hasil bahwa telah terjadi
perbedaan yang signifikan antara kinerja pegawai sebelum penerapan
e-government dengan kinerja pegawai sesudah penerapan e-government di
BPKAD Kabupaten Tanggamus. Dari situ peneliti memberikan saran agar
dilakukannya perbaikan pada standar operasional prosedur terkait proses
penantausaan untuk lebih meningkatkan kualitas pekerjaan dan diharapkan
e-government ini dapat diterapkan di semua organisasi perangkat daerah terutama
yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Kata Kunci : E-Government, Kinerja Pegawai.



ABSTRACT

STAFF PERFORMANCE AT THE TIME OF BEFORE AND
AFTER IMPLEMENTATION OF E-GOVERMENT

(Study On Bereau Of Finance And Assets In Tanggamus Regency)

By

REZA HANDIKA

This research aims to comparison the performance of the staff before and
after the implementation of e-government in BPKAD Tanggamus Regency.
This research with a quantitative approach method. The data collection
used questionnaire metod, with samples from 36 persons, taken from a
population 0f 57 staff BPKAD of Tanggamus Regency. Sampling
techniques used Incidental sampling by using Slovin formula. The data were
analyzed by using the Discriminant Analysis Method. Results of the
research were examined by using stepwise method with 3 staff performance
variables. The research result showed that there is a significant difference in
the working quantity and punctuality at the time of before and after the
implementation of e-government. While in working quality there is no
significant differances. The staff performance at the time of before and after
the implementation of e-government  using wilk`s lambda the value showed
that there has been a significant difference between the staff performance
before the implementation of e-government. From there the researcher gives
suggestions for improvement on the standard operating procedures related to
the process of administration to further improve the quality of work and is
expected to e-government can be applied in all organizations of the local
area, especially those directly related to the society.

Keywords: E-Government, Staff Performance.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Globalisasi merupakan sebuah fenomena dinama negara-negara di dunia secara

langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi antar

masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat

sebelumnya. Dewasa ini perkembangan kemajuan teknologi informasi dan

komunikasi telah berkembang dengan pesat. Jaringan global ini telah mengubah

pola komunikasi antar inidividu di dunia ini tanpa batas-batas wilayah, suku

bangsa, negara, atau usia. Berbagai kemudahan memperoleh informasi dari

berbagai penjuru dunia dapat kita nikmati dalam hitungan detik. Namun tidak

hanya individu saja yang terkena dampaknya, banyak organisasi modern

menggunakan teknologi informasi ini ke dalam manajemen untuk menggerakan

roda organisasinya.

Saat ini banyak instansi pemerintah mengembangkan pelayanan publik melalui

teknologi Komunikasi dan informasi yang biasa kita kenal dengan e-goverment.

Sebagai negara berkembang, aplikasi e-government di Indonesia sebenarnya tidak

termasuk menggembirakan kendatipun pemerintah sudah berusaha untuk

merumuskan banyak peraturan perundangan terkait dengan teknologi informasi.

Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, misalnya,

tampak sekali bahwa aplikasi e-government Indonesia masih tertinggal. Ada

banyak faktor yang mempengaruhi keterlambatan ini, dan tentu saja yang paling
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menentukan adalah kurang adanya komitmen untuk memperkecil kesenjangan

digital kita dengan negara-negara maju seperti kualitas sumber daya manusia,

infrastruktur dan kondisi geografis yang menyulitkan.

Penerapan tata pemerintahan yang baik tentunya berimplikasi terhadap pelayanan

publik yang lebih baik kepada masyarakat. Demi pencapaian tersebut, pemerintah

perlu memperbaiki sistem birokrasi yang ada. Salah satunya dengan adanya

Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi

Nasional Pengembangan e-government telah mengintruksikan setiap Gubernur

dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai

dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya

pengembangan e-government secara nasional termasuk di Wilayah Kabupaten

Tanggamus.

Tugas pemerintahan daerah melalui Satuan kerja perangkat daerah Badan

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah mengelola keuangan daerah yang

menyangkut semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya

segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah

tersebut. Yang termasuk dalam pengelolaan Keuangan Daerah ini adalah

melaksanakan kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, penata

usahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Penerapan e-government di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanggamus diharapkan dapat menciptakan suatu hasil kerja yang lebih

efisien, partisipatif, berkeadilan, demokratis, transparan dan bertanggung jawab
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bila ditunjang dengan sistem aparatur negara yang modern, yang dilandasi oleh

derajat rasionalitas yang tinggi. Pemerintah Badan Pengelolaan keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Tanggamus  menyadari bahwa e-government penting

dalam reformasi birokrasi dewasa ini. Harapan yang muncul adalah penerapan

e-government akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Namun, untuk penerapannya memang tidak mudah, karena memerlukan proses

dan tahapan-tahapan seperti halnya meningkatkan kinerja birokrasi.

Kinerja sendiri merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

suatu kegiatan atau program untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi

organisasi. Kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok mempunyai kriteria

keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan kriteria keberhasilan tersebut

berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada

tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat

diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Pada sektor publik, kinerja lebih menekankan dan mengutamakan pada hasil akhir

yang benar-benar dirasakan masyarakat. Oleh karena itu organisasi membutuhkan

pegawai yang benar-benar mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif,

efesien, berdaya guna, berkualitas tinggi, dan bertanggungjawab, sehingga dapat

bekerja dengan hasil yang optimal. Kemampuan yang diperlukan untuk

melaksanakan pekerjaan merupakan karateristik individu yang mendasari kinerja

pegawai. Kemampuan tersebut tidak hanya sikap dan perilaku saja, melainkan

pengetahuan, serta keterampilan.
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Menurut Hery Abdul Aziz (2008) terdapat masalah atau kendala utama dalam

pelaksanaan e-government.

Gambar 1. Masalah Pokok Penerapan e-Goverment

Mengenai penyebab kegagalan pengembangan e-government di Indonesia,

ternyata sumber masalahnya tidak selalu terkait dengan ketersediaan teknologi

informasi. Bagan di atas menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi dalam

pengembangan e-government di tingkat pusat maupun di tingkat daerah saling

kait-mengait antara masalah pengembangan infrastruktur, kepemimpinan dan

budaya masyarakat kita. Harus diakui bahwa ketersediaan teknologi seperti

terangkum dalam masalah infrastruktur seringkali masih menjadi kendala di

negara berkembang. e-gevernment memang menuntut adanya teknologi satelit,

jaringan listrik, jaringan telepon, pengadaan komputer dalam lembaga pemerintah

beserta infrastruktur penunjang yang andal dan terdapat secara merata di seluruh

wilayah.
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Namun bagi sebagian besar daerah, kendala yang menjadi penyebab kegagalan

penerapan e-government di Indonesia bisa berasal dari faktor kepemimpinan.

Faktor ini dipengaruhi oleh adanya konflik antara kebijakan pemerintah pusat

dengan pemerintah daerah, peraturan yang masih kurang mendukung, alokasi

anggaran yang kurang memadai, pembakuan sistem yang tidak jelas, yang

kesemuanya ditentukan oleh komitmen dari para pemimpin atau pejabat bagi

terlaksananya e-government. Sudah banyak bukti bahwa keberhasilan

pemanfaatan e-governmen t di daerah memang sangat ditentukan oleh komitmen

Gubernur, Bupati atau Walikota di daerah yang bersangkutan. Kasus-kasus

keberhasilan penerapan e-government di Pemda kabupaten Takalar di Sulawesi

Selatan, kabupaten Sragen dan Kebumen di Jawa Tengah, atau di kota Surabaya,

menguatkan bukti betapa pentingnya faktor kepemimpinan dalam menentukan

keberhasilan penerapan dan pemanfaatan e-government.

Selanjutnya, hal yang sangat mendasar tetapi memerlukan komitmen perubahan

yang kuat adalah faktor budaya. Jajaran pemerintah di Indonesia sebenarnya

cukup mudah dalam memperoleh akses teknologi, dan tidak kurang juga banyak

pemimpin yang punya visi pengembangan layanan secara elektronik. Namun

masalahnya adalah bahwa pemanfaatan e-government sering terbentur dengan

faktor budaya masyarakat yang memang kurang mendukung. Faktor budaya

diantara para birokrat dalam lembaga pemerintah inilah yang acap kali

mengakibatkan kurangnya kesadaran dan penghargaan terhadap pentingnya

e-goverment. Yang sering muncul adalah ketakutan atau kekhawatiran yang

berlebihan bahwa aplikasi e-government akan mengancam jabatannya yang sudah

mapan. Kita juga sering melihat bahwa integrasi diantara lembaga negara,



6

lembaga departemen maupun non-departemen masih selalu terkendala karena

masing-masing tidak mau berbagi data dan informasi. Inilah kendala yang paling

pokok bagi penerapan e-government secara serius.

Penerapan e-government khususnya dalam proses pencairan anggaran di Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus tentunya

menghadapi berbagai tantangan tersebut. Dengan berbagai tantangan tersebut

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus berusaha

untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang selalu tanggap terhadap

perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat dengan dukungan dari aparatur

yang memiliki profesionalitas dan prestasi kerja berdasarkan pendidikan dan

pelatihan yang memadai. Keberadaan aparatur yang berkualitas akan sangat

ditentukan oleh kemampuan aparatur yang bersangkutan untuk

mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam penerapan e-government suatu instansi pemerintah tak lepas dari pengaruh

peranan pegawai yang ada di instansi tersebut, sehingga akan terdapat korelasi

antara penerapan e-government terhadap kinerja pegawai pada instasi

pemerintahan tersebut. Yang mana dalam hal ini, kinerja pegawai menjadi kunci

keberhasilan pelaksanaan e-government tersebut. Hal ini pun sesuai dengan salah

satu konsep e-government itu sendiri yaitu “Government to employees : pada

ahirnya, aplikasi e-government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja

dan kesejahteraan para pegawai atau karyawan pemerintahan yang bekerja

disejumlah instansi sebagai pelayan masyarakat” (Indrajit, 2006:41). Dengan

pernyataan tersebut, terdapat keterkaitan antara penerapan e-government terhadap
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kinerja pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Dimana

kinerja pegawai pemerintahan merupakan subjek dari proses penyelenggaraan

pemerintahan  itu sendiri.

Untuk dapat memulai e-government, tentu saja tidak menunggu seluruh Pegawai

dan masyarakatnya siap. Dengan perencanaan yang matang, pemerintah telah

mulai memikirkan inisiatif pelaksanaan e-government dari mulai tahapan yang

paling sederhana sekalipun. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanggamus melalui Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi

Manajeman Daerah (SIMDA) dalam proses pencariran anggaran berusaha

Menerapkan e-government, Karena bagaimanapun, penerapan e-government akan

dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kinerja pelayanannya kepada

masyarakat. Menurut (Dharma,2003:355) terdapat 3 dimensi kinerja yaitu,

kuantitas kerja, kualitas kerja dan ketepatan waktu. Oleh karena itu peneliti

tertarik melakukan penelitian dengan  dengan mencoba melihat perbedaan kinerja

pegawai sebelum dan sesudah berbasis e-government menggunakan ketiga

dimensi kinerja tersebut.

Berdasarkan data diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus dengan

judul : “Kinerja Pegawai Sebelum dan Sesudah Berbasis E-government di

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus”.
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B. Rumusan Masalah

Dengan melihat masalah pada uraian diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kuantitas kerja

sebelum berbasis e-government dengan kuantitas kerja sesudah berbasis

e-government di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanggamus?

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kualitas  kerja

sebelum berbasis e-government dengan kualitas  kerja sesudah berbasis

e-government di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanggamus?

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara ketepatan waktu

sebelum berbasis e-government dengan ketepatan waktu sesudah berbasis

e-government di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanggamus?

4. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja pegawai

sebelum berbasis e-goverment dengan kinerja pegawai sesudah berbasis

e-government di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanggamus ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaaan antara kuantitas kerja

sebelum berbasis e-government dengan kuantitas kerja sesudah berbasis
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e-government di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanggamus.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaaan antara kualitas kerja

sebelum berbasis e-government dengan kualitas kerja sesudah berbasis

e-government di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanggamus.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaaan antara ketepatan waktu

sebelum berbasis e-government dengan ketepatan waktu sesudah berbasis

e-government di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanggamus.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaaan antara Kinerja Pegawai

sebelum e-government dengan Kinerja Pegawai sesudah berbasis e-

goverment di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Tanggamus

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran

dalam pengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian

e-government dan kinerja pegawai.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan

untuk memberikan informasi dan data akurat tentang Kinerja Pegawai

Sebelum dan Susudah Berbasis e-government di Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus. Lebih dari itu, peneliti

berharap hasil penelitian ini juga dapat menjadi kritik sekaligus upaya
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pertimbangan perubahan bagi Pemerintah Daerah lainnya dalam upaya

peningkatan kualitas pelayanan yang ada di seluruh pemerintah

Provinsi/Kota/Kabupaten seluruh Indonesia.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Elektronik Government (e-government)

1. Definisi E- Government

Informasi di era keterbukaan saat ini sudah berkembang demikian pesatnya

Informasi tidak lagi diartikan sebagai sarana untuk memberikan keterangan-

keterangan agar individu maupun publik mengetahui belaka, namun telah

berkembang menjadi kekuatan penentu yang dominan. Dalam konteks

penyelenggaraan pemerintahan, aktivitas penyampaian informasi menjadi bagian

yang sangat vital. Melalui informasi yang dikelola secara cermat dan akurat,

publik akan memahami balikan memberikan dukungan ketika suatu kebijakan

pembangunan digulirkan. Demikian pula sebaliknya, jika informasi yang

disampaikan tidak dipahami dan kurang transparan, kekhawatiran akan timbulnya

keresahan dari masyarakat. Pemerintah sangat menyadari hal ini. karena itu

pemerintah menempuh berbagai upaya. Diantaranya dengan menerapkan sistem

pemerintahan berbasis elektronik atau biasa disebut dengan istilah e-government.

E-government merupakan program pemerintah dalam upaya untuk

mengembangkan penyelenggaran kepemerintahan yang berbasis elektronik serta

melakukan transformasi guna memfasilitasi kegiatan masyarakat dan kalangan

bisnis. Melalui pengembangan e-government, pemerintah mengharapkan dapat

dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah

dan pemerintah daerah otonom dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi. E-government dapat diartikan secara
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beragam karena pada dasarnya e-government dapat menampakkan dirinya dalam

berbagai bentuk dan ruang lingkup. Ada beragam definisi mengenai

e-government, tergantung kepada sudut pandang mana pihak yang mendefinisikan

serta tingkatan perkembangan yang ada.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia .Nomor 3 Tahun 2003 Tentang

Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-government, yang dimaksud

e-government adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik

(teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah

dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait

lainnya menuju good governance.

Bank Dunia (World Bank) dalam Adrianto (2007:46) mendefinisikan

e-government sebagai berikut

"E-government refers to the use by government agencies of information
technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile
computing) that have the ability to transform relations with citizen,
businesses, and other arms of government. " ("E-government mengacu pada
penggunaan teknologi informasi oleh agen pemerintah (seperti Wide Area
Network (WAN). Internet, dan Mobile Computing) hal tersebut mempunyai
kemampuan untuk mengubah bentuk hubungan dengan masyarakat, bisnis
dan lembaga pemerintah lainnya.”).

Sementara itu. pemerintah Federal Amerika Serikat dalam Adnanto (2007:46)

mendefinisikannya sebagai berikut:

"e-government refers to to the delivery of government informations and
sen'iees online through the Internet or other digital means." (e-government
mengacu kepada penyampaian informasi dan pelayanan online pemerintahan
melalui internet atau media digital lainnya).

Di sisi lain, UNDP {Uniteti Nation Development Programme) dalam Rifaiza

(2007) mendefinisikannya secara lebih sederhana, yaitu: E-Govemment adalah
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penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT-Information and

Communication Technology) oleh pihak pemerintahan.

Menurut O'Donnell et.all (2003:24) dalam Kukhman (2008). mendefinisikan e-

government sebagai:

"The use by public bodies of information and communication technologies
(ICTs) to deliver information and/or sen'ice to citizens, external
organizations representatives and other stakeholders in such way as to
complement, replace or improve existing delivery systems." (Penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi oleh badan publik untuk menyampaikan
informasi dan/atau pelayanan kepada masyarakat, organisasi luar, wakil
golongan, dan para pemangku kepentingan, dengan mengembangkan sistem
penyampaian informasi).

Menurut Adronafis (2009). dalam artikelnya yang berjudul E-Government:

Upaya mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, dalam

prakteknya e-government adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan

pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang

berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Menurut   OECD (Organization for Economic  Co-operation  and Development)

dalam Budiati (2004:11 ), menyalakan e-government adalah:

"'E-government is internet service deliveiy and other internet-based such as
e-consu/tation; e-government is equated to the use of ICT in government with
a focus on the de/iveiy of sendee and processing and all government activity,
and finally, e-government is the capacity to transform public administration
through the use of ICTs," (E-government adalah penghantar jasa internet,
seperti e-konsultasi; e-government merupakan kesamaan kegunaan dari
teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintah dengan focus
penghantar jasa dan proses dan seluruh aktivitas pemerintahan: dan yang
terakhir, e-governinent merupakan alat untuk mentransformasikan
administrasi publik melalui teknologi informasi dan komunikasi).

Sementara itu. vendor perangkai lunak terkemuka semacam SAP (System

Aplication and Products) dalam Indrajit (2006:2). Memiliki definisi yang cukup

unik. yaitu:
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"E-government is a global reform movement to promote internet me by
government agencies and everyone who deals with them". (E-government
adalah sebuah perubahan yang global unluk mempromosikan penggunaan
internet oleh pihak pemerintah dan pihak yang terkait dengannya).

Menurut Syailendra (2008). dalam tulisannya yang berjudul Implementasi E-

government, menyatakan bahwa e-government adalah sistem informasi

menajemen berbasis elektronik uniuk membantu pemerintah dalam menyediakan

informasi, memberikan layanan umum. dan memungkinkan adanya transaksi

secara online baik ke badan/perusahaan lain maupun dengan masyarakatnya

dengan kualitas yang lebih baik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No.8 Tahun 2004

bahwa obyek layanan aplikasi e-govemment dapat dibedakan menjadi 3 (tiga)

kategori yaitu:

1. Government to Government

Aplikasi e-government dalam kategori ini menangani masalah layanan

antar instansi pemerintah dan atau antar negara. Berbagai layanan dapat

diberikan oleh satu instansi pemerintah pada instansi pemerintah yang lain

sesuai dengan tugas dan fungsi dari instansi tersebut atau sesuai dengan

kebutuhan koordinasi antar instansi. Pada umumnya aplikasi jenis

government to government bekerja diatas satu jaringan data yang disebut

sebagai intranet yaitu jaringan data yang digunakan unluk keperluan

internal instansi pemerintah. Beberapa contoh aplikasi Government to

Government antara lain:
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a. Koordinasi dan kosolidasi anggaran:

b. Koordinasi kepegawaian;

c. Koordinasi kegiatan bidang ekonomi;

d. Koordinasi bidang politik dan keamanan.

2.  Government to Citizen

Aplikasi e-government dalam kategori ini menangani masalah yang

berkailan dengann layanan masyarakat luas. baik warga Negara Indonesia

maupun waga negara asing. Beberapa contoh aplikasi Government to

Citizen antara lain:

a. Kependudukan:

b. Keimigrasian:

c. Akta nikah.

3. Government to Business

Aplikasi e-government dalam kategori ini mengenai masalah yang

berkaitan dengan layanan pada sektor usaha. Sektor usaha pada umumnya

dapat berupa berbagai jenis dan bentuk usaha komersial baik nasional

maupun asing. Beberapa contoh aplikasi Government to Business antara

lain :

a. Pembayaran pajak:

b. Perijinan usaha;

c. Pengadaan barang dan jasa (e-procurement).

Sementara itu. menurut Indrajit (2006:41) ada 4 konsep yang berlaku di dalam e-

government itu sendiri, konsep-konsep tersebut adalah:
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1.  Government to Citizen

Di mana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio

teknologi informasi dengan tujuan ulama untuk memperbaiki hubungan

interaksi dengan masyarakat.

2.  Government to Business

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk

lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara

dapat berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya adalah proses tendr

proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan pihak swasta.

3. Government to Government

Kebutuhan untuk berinteraksi antara satu pemerintah dengan pemerntah

lain di setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau

diploma semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama.

4.  Government to Employees

Pada akhirnya, aplikasi e-government juga diperuntukkan unluk

meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai atau karyawan

pemerinlah yang bekerja di sejumlah inslilusi sebagai pelayan

masyarakat.

Dalam Indrajit (2005:13). untuk sebuah lembaga atau daerah komunitas yang

belum pernah menerapkan inisiatif e-government. pemilihan proyek pertama

merupakan hal yang krusial karena jika proyek itu gagal maka akan sulil unluk

menelurkan sejumlah inisiatif lain dikemudian hari. Untuk itu perlu dilakukan
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beberapa langkah krusial terkait dengan pemilihan proyek e-government yang

tepai dan sesuai dengan kebutuhan maupun kapasitas kemampuan yang ada.

Biasanya mereka yang menerapkan e-government berangkat dari dua sisi

penyebab yang berbeda:

1. Pemerintah mengahadapi permasalahan tertentu dimana aplikasi e-

government dipandang dapat menyelesaikan masalah tersebut, atau

2. Pemerintah berniat untuk memperbaiki kinerja dari serangkaian proses

yang selama ini sudah terjadi.

Dari salah satu penyebab inilah kemudian lahir apa yang dinamakan sebagai

kebutuhan atau requirements dari pemerintah untuk melibatkan teknologi

informasi dalam proses kegiatannya sehari-hari.

2. Tujuan E-government

Dalam Inpres No.3 Tahun 2003, pengembangan e-government merupakan upaya

untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik

dalam rangka meningkatkan kualitas layanan  publik  secara  efektif dan  efisien.

Melalui  pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan

proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoplimasikan pemanfaatan

teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua)

aktivitas yang berkaitan yaitu :

1. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses

kerja secara elektronis;
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2. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik

dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh

wilayah negara.

Untuk melaksanakan maksud tersebul pengembangan e-government diarahkan

untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu :

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang

memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakal luas

serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak

dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh

masyarakat:

2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk

meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkual

kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan

internasional;

3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-

lembaga negara seria penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakal

agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Negara;

4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan

efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga

pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Menurut Siallagan (2006), secara ringkas tujuan yang ingin dicapai dengan

implementasi e-government adalah untuk menciptakan customer online dan bukan



19

in-line. E-gavernment bertujuan memberikan pelayanan lanpa adanya intervensi

pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk

mendapatkan sualu pelayanan yang sederhana. Selain itu e-government juga

bertujuan untuk mendukung good-governance. Penggunaan teknologi yang

mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi

dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik.

Sedangkan menurut Andri (2007). konsep e-government diterapkan dengan tujuan

bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku

bisnis dapat berlangsung secara efisien, efektif dun ekonomis. Hal ini diperlukan

mengingat dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini, sehingga pemerintah harus

dapat menyesuaikan fungsinya dalam negara, agar masyarakat dapat menikmati

haknya dan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman. yang

kesemuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem dan pemerintahan itu

sendiri, dan e-government adalah salah satu caranya. Selain itu tujuan penerapan

e-government adalah untuk mencapai sualu tata pemerintahan yang baik (good

governance).

Dalam Suendjojo (2008). e-government dibangun dengan tujuan antara lain:

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak

dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau

masyarakat;

2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha;

3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua

lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik;
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4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan

efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga

pemerintah.

Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan transaksi Elektronik khususnya pasal 4 (empat), yaitu :

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menjadikan masyarakat

memiliki kemampuan dalam bidang informasi dunia.

2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar masyarakat dapat berdaya

guna.

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik sehingga dapat

melaksanakan lugas sebaik-baiknya.

4. Meningkatkan seluas-luasnya kepada masyarakat agar dapat

memanfaatkan kemampuannya di bidang teknologi.

5. Memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi pengguna dan

penyelenggaraan teknologi informasi sehingga tidak di bayang-bayangi

oleh rasa takut dalam penyelenggaraan di bidang teknologi informasi

3. Manfaat E-government

Menurut Al Gore dan Tany Blair dalam Andrianto (2007:46) menyatakan bahwa

ada 6 manfaat yang dapat diperoleh dengan diterapkannya e-government pada

suatu negara, antara lain:
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1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada Stakeholder-nya

(masyarakat, kalangan usahawan dan industri), terutama dalam hal

kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai kehidupan bernegara.

2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good Corporate

governance.

3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan

interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun Stakeholder-nya untuk

keperluan aktivitas sehari-hari.

4. Memberikan peluang pemerinlah unluk mendapatkan sumber-sumber

pendapatan yang baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang

berkepentingan.

5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat menjawab

berbagai permasalahan yang dihadapi secara cepat dan tepat sejalan

dengan perubahan global dan tren yang ada.

6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak yang lain sebagai mitra

pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik secara merata

dan demokratis.

Sedangkan menurut Indrajit (2005:4), sebuah negara memutuskan untuk

mengimplemntasikan e-government karena percaya bahwa dengan melibatkan

teknologi informasi di dalam kerangka manajemen pemerintahan maka akan

memberikan sejumlah manfaat sebagai berikut:
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1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan

komunitas negara lainnya;

2. Memperbaiki proses Transparansi dan akuntabilitas di kalangan

penyelenggara pemerintahan;

3. Mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam

proses pemerintahan;

4. Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih

berkualitas: dan lain sebagalnya.

Sedangkan menurut Soendjojo (200S), e-government diharapkan dapat

memberikan manfaat dalam hal:

1. Layanan Masyarakat. Pemberian layanan yang lebih baik pada

masyarakat: informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam sehari. 7

hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor pemerintah.

Informasi dari pemerintah dapal dicari dan diperoleh dari kantor, rumah

tanpa secara fisik harus datang ke kantor pemerintah.

2. Hubungan antara pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis, terjadi

peningkatan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku

bisnis. Adanya keterbukaan diharapkan hubungan antara berbagai pihak

menjadi lebih baik; keterbukaan akan menghilangkan rasa ketidak

percayaan dari semua pihak kepada pemerintah.

3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi. Pemberdayaan masyarakat

dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh. Adanya informasi

yang mencukupi, maka masyarakat akan belajar untuk menentukan

pilihannya di dalam mendapatkan suatu informasi yang diperlukan.
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4 Pelaksanaan pemerintahan lebih efisien. Adanya e-government diharapkan

pelaksanaan pemerintahan akan berjalan lebih efisien karena koordinasi

pemerintahan dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Koordinasi dan diskusi antara pemerintah pusat dengan pimpinan daerah

dapat dilakukan tanpa harus berada pada lokasi fisik yang sama.

Setyanto (2003:11). mengatakan manfaat atau fungsi dari e-government antara

lain:

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat

a. Memberikan jalur pelayanan "satu wajah".

b. Mempercepat proses pelayanan.

c. Memberikan informasi yang tranparan.

d Standarisasi pelayanan.

2. Memperbaiki kinerja pemerinlah

a. Pengontrolan kerja yang efektif dari masyarakat.

b. Mempercepat pembuatan pelaporan.

c. Hasil kerja yang terukur,

d. Koordinasi antar instansi.

3. Meningkatkan pendapatan

a. Mengundang investor.

b. Mengoptimalkan penerimaan.

c. Meningkatkan ekspor.
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4. Pendekatan Penerapan E-government

Berdasarkan Instruksi Presiden R I Nomor 3 Tahun 2003.pemanfaatan teknologi

informasi pada umumnya ditinjau dan beberapa aspek, diantaranya sebagai

berikut:

1. E-Leadership; aspek ini berkailan dengan prioritas dan inisiatif negara di

dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

2. Infrastruktur Jaringan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kondisi

infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa

akses.

3. Pengelolaan Informasi; aspek ini berkailan dengan kualilas dan keamanan

pengelolaan informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan,

penyimpanan, sampai penyaluran dan dislribusinya.

4. Lingkungan Bisnis; aspek ini berkailan dengan kondisi pasar, sisiem

perdagangan, dan regulasi yang membentuk konleks bagi perkembangan

bisnis teknologi informasi, terutama yang mempengaruhi kelancaran

aliran informasi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha,

antar badan usaha, antara badan usaha dengan masyarakat, dan antar

masyarakal.

5. Masyarakal dan Sumber Daya Manusia, aspek ini berkaitan dengan difusi

teknologi informasi didalam kegiatan masyarakal baik perorangan

maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan

kepada masyarakal melalui proses pendidikan.
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Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini. menurut Instruksi Presiden R I

Nomor 3 tahun 2003 dalam pencapaian tujuan strategis e-government perlu

dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat, yaitu:

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta

terjangkau oleh masyarakat luas.

2. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah

daerah otonom secara holislik.

3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri

telekomunikasi dan teknologi informasi.

5. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun

pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy

masyarakal.

6. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan

yang realistik dan terukur.

Selain itu berdasarkan apa yang tertuang dalam Inpres No.3 Tahun 2003 tentang

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan, bahwa berdasarkan sifal

transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah

melalui jaringan informasi, penerapan e-government dapat dilaksanakan melalui 4

(empat) tingkatan sebagai berikut:

Tingkat 1 - Persiapan yaitu, meliputi;

- Pembuatan situs informasi disetiap lembaga:

- Penyiapan SDM;
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- Penyiapan sarana akses yang mudai) misalnya menyediakan sarana

Multipurpose,Communitv Center, Warnet, SMS-Center, dll;

Tingkat 2 - Pematangan yaitu meliputi:

- Pembuatan situs informasi publik interaktif;

- Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;

Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi:

- Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;

- Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga

lain.

Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi :

- Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat 02G. G2B dan

G2C yang terintegrasi.

Menurun Indrajit (2005:8). terdapat sejumlah faktor penentu yang patut menjadi

bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat kesiapan sebuah daerah untuk

menerapkan e-government, yaitu:

1. Infrastruktur Telekomunikasi, dalam level pelaksanaannya, perangkat keras

seperti komputer, jaringan dan infrastruktur akan menjadi faktor teramat

sangat penting dalam penerapan e-govennnent.

2. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan Tl oleh Pemerintah, dengan

mengamati sejauh mana pemerintah saal ini telah memanfaatkan beraneka

ragam teknologi informasi dalam membantu kegiatan sehari-hari akan

tampak sejauh mana kesiapan mereka unluk menerapkan konsep e-

government.
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3. Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah, yang akan menjadi

"pemain utama" atau subyek di dalam inisiatif e-government pada dasarnya

adalah manusia yang bekerja di lembaga pemerintahan, sehingga tingkat

kompetensi dan keahlian mereka akan sangat mempengaruhi performa

penerapan e-govermnent.

4. Ketersediaan Dana dan Anggaran, sangat jelas terlihat bahwa sekecil

apapun inisiatif e-government yang akan diterapkan, hal itu membutuhkan

sejumlah sumber daya finansial untuk membiayainya.

5. Perangkai Hukum, karena konsep e-government sangal terkail dengan

usaha pcnciplaan dan pcndisu'ibusian daia'informasi dari satu pihak ke

pihak lain. masalah keamanan data/informasi dan hak cipta intelektual,

misalnya, akan merupakan hal yang perlu dilindungi oleh undang-undang

atau peraturan hukum yang berlaku.

6. Perubahan Paradigma, pada hakikamya penerapan penerapan e-government

merupakan suatu proyek change manangement yang membutuhkan adanya

keinginan untuk mengubah paradigma dan cara berfikir.

Standar ukuran dampak  aplikasi e-government dalam Indrajit (2005:24).

diantaranya:

1. Persentase jumlah pelanggan yang menggunakan e-government

dibandingkan dengan aktivitas manual terdahulu;

2. Jumlah "kunjungan" atau akses terhadap aplikasi e-government melalui

internet sehari-harinya:
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3. Besarnya penggunaan biaya yang terjadi baik di kalangan institusi

pemerintahan maupun yang harus ditanggung oleh masyarakat atau

penikmat/pengguna/pemakai pelayanan yang diberikan pemerintah;.

4. Peningkatan ragam produk atau jasa baru dari pemerintah yang disediakan

bagi komunitas masyarakatnya;

5. Kemudahan dalam "mengkonsumsi" pelayanan pemerintahan sesuai

dengan kebutuhan masyarakatnya; dan sebagainya.

Dalam Indrajit (2005:107). implementasi e-government tidak akan berjalan

dengan baik tanpa adanya manajemen perubahan pada strategi sumber daya

pegawai dan asset negara lainnya. Untuk mencapai itu semua, manajemen

perubahan membutuhkan beberapa langkah strategis yang perlu ditempuh untuk

menopang implementasi e-government. yaitu:

1. Business Process Reengineering, yaitu mengisyaratkan untuk mereview

secara total proses kerja yang sekarang ini berjalan. Perubahan tiduk

hanya sekedar penampilan di sisi akses masyarakat, tetapi juga pada

proses kerja secara keseluruhan yang perlu di review secara regular.

2. Staf dan pegawai memerlukan cara kerja baru, dimana memungkinkan

terbentuknya "kantor virtual" di antara mereka. Kantor virtual adalah

kondisi dimana setiap staf bisa mengerjakan segala sesuatu dari manapun

ia berada tanpa perlu berkantor setiap hari. Pemimpin dituntut untuk

mengubah pendekatan kepemimpinannya dengan menjadikan performa

dan hasil kerja sebagai dasar penilaian seseorang, dan bukan lagi pada

kehadiran.
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3. Fasilitas yang memungkinkan staf dan pegawai bekerja dari rumah dan

kerja jarak jauh. Melalui penggunaan fasilitas teknologi dan internet,

seorang staf bisa mengerjakan hampir seluruh proses pelayanan

masyarakat tanpa perlu datang ke kantor,

4. Untuk meneapai semua itu tentu saja dibutuhkan keterampilan dan

pengetahuan yang memadai bagi semua. Pendidikan dan pelatihan adalah

cara terbaik bagaimana menyiapkan pegawai untuk bisa bekerja ketika

saatnya e-government diimplementasikan.

Selain itu menurut Indrajit (2005:18) paling tidak ada 6 (enam) komponen penting

harus diperhatikan dalam penerapan e-government. masing-masing adalah:

1. Content Development, menyangkut pengembangan aplikasi (perangkat

lunak), pemilihan standar teknis, penggunaan bahasa pemrograman,

spesifikasi sistem basis data. kesepakatan user interface dan lain

sebagainya.

2. Competency Building, menyangkut pengadaan SDM, pelatihan dan

pengembangan kompetensi maupun keahlian seluruh jajaran sumber daya

manusia di berbagai lini pemerintahan.

3. Connectivity, menyangkut ketersediaan infrastruktur komunikasi dan

teknologi informasi di lokasi dimana e-government diterapkan.

4. Cyber laws. menyangkuut keberadaan kerangka dan perangkai hukum

yang telah diberlakukan terkait dengan seluk beluk aktivitas e-

government.

5. Citizen Interfaces. menyangkut pengadaan SDM dan pengembangan

berbagai kanal akses (multi access channels) yang dapat dipergunakan
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oleh seluruh masyarakat dan stakeholder e-government dimana saja dan

kapan saja mereka inginkan.

6. Capital, menyangkut pola permodalan proyek e-government yang

dilakukan terutama berkaitan dengan biaya setelah proyek selesai

dilakukan seperti untuk keperluan pemeliharaan dan perkembangan, di

sini liin harus memikirkan jenis-jenis model pendapatan (revenue model)

yang mungkin untuk diterapkan di pemerintahan.

Sedangkan menurut United Nation dalam Budiati (2004:21), menyalakan bahwa

ada 7 (tujuh) faktor kunci di dalam penerapan e-government. yaitu:

1. Legal framework. berkaitan dengan produk hukum dan keberadaan

peraturan-peraturan yang memberi arah dan mendorong pemanfaatan e-

government.

2. Infrastructure. berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung

pemanfaatan e-government.

3. The strength of human capital, berkaitan dengan pengadaan SDM dalam

mendukung pelaksanaan e-government.

4. Coordination, berkaitan dengan koordinasi yang ada dalam mendukung

pelaksanaan e-government.

5. Privacy, salah salu prinsip yang penting karena menyangkut kepercayaan

masyarakat terhadap data-data dan informasi yang mereka berikan.

Adanya privacy yang terlindungi akan memberikan rasa aman pada

masyarakat dalam mendapatkan layanan online sekaligus mendorong

partisipasi yang lebih besar dari mereka.
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6. Security. aspek keamanan berhubungan dengan bagaimana dokumen, file.

dan berbagai informasi hanya bisa diakses oleh orang yang berhak. .Aspek

keamanan data menjadi faktor penting dalam pengembangan e-

government, karena kalau saja informasi atau data disalahgunakan maka

akan menjadi gejolak negatif yang tak diinginkan.

7. Civil sevice, berkaitan dengan servis yang diberikan oleh pemerintah

kepada masyarakat melalui pemanfaatan e-government.

B. Kinerja Pegawai

1. Definisi Kinerja Pegawai

Kinerja sangal berhubungan erat dengan masalah produktivitas karena merupakan

indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat

produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Dalam hal ini penilaian kinerja

merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai

ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya.

Adanya kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor. diantaranya faktor

internal dan faktor eksternal. Untuk mendapatkan kinerja pegawai yang sesuai

dengan yang diharapkan, maka pekerjaan yang diberikan kepada pegawai harus

sesuai dengan kemampuan dan keterampilan pegawai serta pembagiannya sesuai

juga dengan tugas dan fungsi yang lelah ditetapkan sehingga kinerja pegawai

dapat menjadi lebih baik. Secara umum pengertian kinerja yaitu suatu hasil kerja

yang dihasilkan oleh seorang karyawan diartikan untuk mencapai tujuan yang

diharapkan. Sebelum itu kita harus mengetahui pengertian kinerja itu seperti apa.

diantaranya: Menurut Mangkunegara (2004:67) dalam bukunya Manajemen



32

Sumber Daya Manusia Perusahaan, mengemukakan pengertian kinerja sebagai

bcrikut:

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggungjawab yang diberikannya.

Smith (1982:393) dulam Sedarmayanti (2001:50). menyalakan bahwa

performance atau kinerja adalah "ouput drive from processes, human or

otherwise”, jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil atau keluaran dan

suatu proses. Kinerja mempunyai hubungan yang erat dengan masalah

produktivitas karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha

untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Menurut

Mahsun (2006:25) dalam bukunya Pengukuran Kinerja Sektor Publik,

medefinisikan kinerja sebagai berikut:

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapain
pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijakan dalam mewujudkan
sasaran.tujuan.misi dan visi organisasi yang lertuang dalam strategic
planning suatu organisasi.

Menurut Hasibuan (2001:34) mengemukakan "kinerja (prestasi kerja) adalah

suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan

kesungguhan serta waktu".

Sedangkan Armstrong dan Baron (1998:15) dalam Fianka {2008) mengatakan

bahwa kinerja atau prestasi kerja berasal dari pengertian performance. Kinerja

adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan

tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara

mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan
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kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan

kontribusi ekonomi.

Sedangkan pengertian Kinerja pegawai menurut Bamhang Kusriyanto yang

dikutip oleh Harbani Pasolong (2007:175) dalum bukunya Teori Administrasi

Publik adalah "Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu

organisasi".

Berdasarkan pengertian kinerja dan beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat

diperoleh gambaran bahwa kinerja pegawai erat kaitannya dengan hasil pekerjaan

seseorang dalam suatu organisasi, hasil pekerjaan tersebut dapat menyangkut

kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Kinerja pegawai tidak hanya dipengaruhi

oleh kemampuan dan keahlian dalam bekerja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh

semangat kerjanya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kinerja pegawai

merupakan tugas atau hasil kerja yang baik dari pegawai unluk pencapaian tujuan

organisasi dimana ia perlu ditempatkan sesuai dengan keahliannya.

2. Pengukuran Kinerja Pegawai

Pengukuran kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat

digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya.

Menurut Robertson (2002) dalam Mahsun (2006:25) mendefinisikan pengukuran

kinerja sebagai berikut:

Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses
penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah
ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber
daya dalam menghasilkan barang dan jasa: kualitas barang dan jasa (seberapa
baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh
pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang
diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.
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Sementara menurut Lohman (2003) dalam Mahsun (2006:25). pengukuran kinerja

merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang

diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Setiap organisasi biasanya tertarik pada

pengukuran kinerja dalam beberapa aspek, diantaranya:

1. Aspek Finansial

Meliputi anggaran suatu organisasi, karena dapat dianalogikan sebagai

aliran darah dalam tubuh manusia, dan aspek ini penting yang perlu

diperhatikan dalam pengukuran kinerja.

2. Kepuasan Pelanggan

Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat krusial

dalam penentuan strategi organisasi. Semakin banyak tuntutan masyarakat

akan pelayanan yang berkualitas, maka organisasi dituntut untuk terus

menerus memberi pelayanan berkualitas prima.

3. Operasi Bisnis Internal

Informasi bisnis internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh

kegiatan organisasi seirama untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi

yang tercantum dalam rencana strategis.

4. Kepuasan Pegawai

Pegawai merupakan aset yang harus dikelola dengan baik. apalagi dalam

organisasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai sangat

nyata. Apabila pegawai dikelola dengan baik. maka kehancuran organisasi

sulit dicegah.



35

5. Kepuasan Komunitas Stakeholder

Kegiatan instansi pemerintah berinteraksi dengan berbagai pihak yang

menaruh kepentingan terhadap keberadaannya. Untuk itu informasi dari

pengukuran kinerja perlu didesain untuk mengakomodasi kepuasan dari

Stakeholder.

6. Waktu

Ukuran waktu merupakan variabel yang perlu diperhatikan dalam desain

pengukuran kinerja. Terkadang kita membutuhkan informasi untuk

mengambil keputusan. namun informasi tersebut lambat diterima, kadang

sudah tidak relevan/kadaluarsa.

Adapun aspek- aspek standar kinerja menurut Mangkunegara (2005:18) terdiri

dari aspek kuantilalif dan aspek kualitatif.

1. Aspek kuantitatif meliputi:

a. Proses kerja dan kondisi pekerjaan.

b. Waktu   yang   dipergunakan atau   lamanya   melaksanakan

pekerjaan,

c. Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan,

d. Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja.

2. Aspek kualitatif meliputi:

a. Ketetapan kerja dan kualitas pekerjaan.

b. Tingkat kemampuan dalam bekerja.

c. Kemampuan menganalisis data atau informasi, kemampuan atau

kegagalan menggunakan mesin peralatan, dan

d. Kemampuan mengevaluasi (keluhan-keberatan konsumen).
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Pengukuran kinerja yang tepat dapat dilakukan dengan cara:

l. Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah

terpenuhi:

2. Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan;

3. Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja:

4. Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang perlu

prioritas perhatian;

5. Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas:

6. Mempertimbangkan penggunaan sumber daya;

7. Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan.

Menurut Kreitener dan Kinieki (2001:302) dalam Wibowo (2008:320) terdapat

persyaratan dalam melakukan pengukuran kinerja, diantaranya:

1. Dalam posisi mengamati perilaku dan kinerja yang menjadi kepentingan

individu:

2. Mampu memahami tentang dimensi atau gambaran kinerja:

3. Mempunyai pemahaman tentang format skala dan instrumennya;

4. Harus termotivasi untuk melakukan pekerjaan rating secara sadar.

Ukuran-ukuran dari kinerja karyawan yang di kemukakan oleh Bernadin dan

Russel (1993:135) yang dikutip oleh Faustino Cardoso Gomes dalam bukunya

Human Resource Management yaitu sebagai berikut:
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1. Quantity of work : jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode yang

ditentukan.

2. Quality of work : kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat

kesesuaian dan kesiapannya.

3. Job Knowledge : luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan

keterampilannya.

4. Creativiness : keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-

tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul.

5. Cooperation : kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain atau

sesama anggota organisasi.

6. Dependability : kesadaran untuk dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan

penyelesaian kerja.

7. Initiative : semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam

memperbesar tanggungjawabnya,

8. Personal qualifies : menyangkut kepribadian, kepemimpinan,

keramahtamahan dan integritas pribadi.

Sedangkan Dharma dalam bukunya Manajemen Supervisi (2003:355),

mengatakan "hampir semua cara pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal

sebagai berikut:

1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran

kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan

kegiatan. Ini berkailan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.
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2. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran

kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran "tingkal kepuasan", yailu

seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan benluk keluaran.

3. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran

kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian sualu

kegiatan.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Faktor-faktor penentu pencapaian prestasi kerja atau kinerja individu dalam

organisasi menurut Mangkunegara (2005:16-17) adalah sebagai berikut:

1. Faktor individu

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki

integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya

(jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis

dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik.

Konsentrasi yang baik mi merupakan modal utama individu manusia

untuk mampu mengelola dan mendayagunakun potensi dirinya secara

optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari

dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Faktor lingkungan organisasi

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam

mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud

antara lain uraian jabatan yang jelas, auloritas yang memadai, target kerja
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yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis,

iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan fasilitas kerja yang

relatif memadai.

Dari pendapat di atas dapat dijelaskan, bahwa faktor individu dan faktor

lingkungan organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Dalam Mahmudi

(2005:21). kinerja itu sendiri merupakan suatu konstruk multidimensional yang

mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja tersebut adalah:

1. Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill)

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi- dan komitmen yang dimiliki

oleh setiap individu.

2. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan,

semangat memberikan arahan, dan dukungan yang diberikan manajer

dan team leader.

3. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan

oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota lini.

kekompakkan dan keeratan anggota tim.

4. Faktor kontekstual (situasional). meliputi: tekanan dan perubahan

lingkungan eksternal dan internal.

4. Indikator Kinerja

Selain itu adapun indikator kinerja pegawai menurut Fayol dalam Sugiyono

(2008:105). diantaranya:
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1. Quality (Kualitas)

Salah satu indikasi turunannya kinerja pegawai adalah menunjukkan dari

produktivitas dan kualitas kerja, rendahnya produktivitas kerja ini dapat di

ukur atau diperbandingkan dengan waktu sebelumnya. Hal ini terjadi

karena kemalasan, menunda pekerjaan, dll. Kualitas kerja pegawai

merupakan indikasi dari produktivitas kerja karena seorang pegawai yang

tidak professional tidak akan mengahsilkan pekerjaan yang berkualitas.

2, Quantity (kuantitas)

Kuanlilas merupakan salah satu indikasi dalam meningkatkan kemauan

kerja sehingga tercapai bila adanya kemampuan sumber daya manusia,

baik secara proporsionalitas serta dapat diimbangi dengan kemampuan di

bidang masing-masing. Kuantitas dapat diukur dengan kemampuan dalam

mengembangkan sumber daya manusia secara menyeluruh dan merata.

3. Team work (kelompok kerja)

Di dalam team work sering terjadi berbeda pendapat atau ide sehingga

tidak adanya kerjasama yang baik antara atasan dengan bawahan. Oleh

karena itu. dalam suatu organisasi sering terjadi perbedaan pendapat,

maka di dalam organisasi harus mengantisipasi apa yang akan terjadi

dalam lingkungan kepegawaian.

4. Innovation (inovasi)

Indikasi lain yang menunjukkan turunannya kinerja pegawai adalah

apabila terjadinya manajemen yang kurang baik dalam lingkungan

kepegawaian. Oleh karena itu, gagasan untuk melakkukan inovasi perlu
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adanya suatu dukungan dari lingkungannya sendiri, sehingga inovasi

dapat meningkatkan kinerja pegawai.

5. Independence (kebebasan)

Independence merupakan suatu pencapaian kepuasan kinerja dalam suatu

lingkungan komunitas kerja, sehingga dalam pencapaian target (sasaran)

yang telah ditentukan akan mudah tercapai.

Menurut Dwiyanto (1995) dalam bukunya yang berjudul Reformasi Birokrasi

Publik di Indonesia (2002:48), terdapat beberapa indikator yang biasanya

digunakan untuk mengukur kinerja, diantaranya adalah:

1. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga

efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai

rasio antara input dengan output.

2. Kualitas pelayanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam

menjelaskan kinerja organisasi publik. Keuntungan menggunakan

kepuasan masyarakat dalam sebagai indikator kinerja adalah informasi

mengenai kepuasan masyarakat seringkah tersedia secara mudah dan

murah

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenal kebutuhan

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan publik sesuai

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
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4.   Responsibilitas

Menurut Lenvine (1990) dalam Dwiyanto (2002:49). bahwa

responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi

publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar

atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun

implisit.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan

kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih

oleh rakyat.

Sedangkan indikator kinerja menurut Dharma (2003:355), yaitu :

a. Quantity of work (kuantitas kerja), yaitu jumlah yang harus diselesaikan

atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran

dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berhubungan dengan jumlah

keluaran yang dihasilkan.

b. Quality of work (kualitas kerja), yaitu mutu yang harus diselesaikan (baik

tidaknya). Pengukuran kualitas yaitu dengan melihat tingkat ketelitian

pegawai dalam mengerjakan tugas, tingkat kerapihan pekerjaan, dan

kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan petunjuk.

c. Timeliness (ketepatan waktu), yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang

direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari

pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian

suatu pekerjaan.
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Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan

bahwa indikator kinerja merupakan aspek atau komponen yang digunakan untuk

melihat capaian hasil kerja yang ingin dicapai sesuai target atau tujuan yang telah

ditentukan sebelumnya.

C. Kerangka Fikir

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari teori-teori yang digunakan dalam

penelitian sehingga mampu menjelaskan secara operasional variabel yang diteliti,

menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti dan mampu membedakan nilai

variabel pada berbagai populasi yang berbeda (Sugiyono, 2014:477).

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan bahwa bahwa kinerja

pegawai merupakan suatu hasil kerja pegawai dalam melaksanankan tugasnya

sesuai dengan tanggungjawab yang telah diberikan pada waktu tertentu.

Penerapan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak terlepas dari

pengaruh kinerja pegawai dalam organisasi, termasuk kinerja pegawai di dalam

pemerintahan itu sendiri. Salah satu kebijakan yang saat ini sedang dicanangkan

oleh pemerintah adalah pemerintahan yang berbasis elektronik atau biasa disebut

dengan e-government. Salah satu instansi pemerintahan yang menerapkan e-

government yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Tanggamus Karena bagaimanapun, penerapan e-government akan dapat

membantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus

dalam meningkatkan kinerja pegawai dalam proses pencairan anggaran.
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Di dalam penerapan e-government itu sendiri khususnya di pemerintahan masih

banyak hambatan yang terjadi, Menurut Hery Abdul Aziz (2008) terdapat 3 (tiga)

masalah atau kendala utama dalam pelaksanaan e-government diantaranya

masalah pengembangan infrastruktur, kepemimpinan dan budaya masyarakat kita.

Harus diakui bahwa ketersediaan teknologi seperti terangkum dalam masalah

infrastruktur seringkali masih menjadi kendala di negara kita.

Namun bagi sebagian besar daerah, kendala yang menjadi penyebab kegagalan

penerapan e-government di Indonesia bisa berasal dari faktor kepemimpinan.

Faktor ini dipengaruhi oleh adanya konflik antara kebijakan pemerintah pusat

dengan pemerintah daerah, peraturan yang masih kurang mendukung, alokasi

anggaran yang kurang memadai, pembakuan sistem yang tidak jelas, yang

kesemuanya ditentukan oleh komitmen dari para pemimpin atau pejabat bagi

terlaksananya e-government.

Selanjutnya, hal yang sangat mendasar tetapi memerlukan komitmen perubahan

yang kuat adalah faktor budaya. Jajaran pemerintah di Indonesia sebenarnya

cukup mudah dalam memperoleh akses teknologi, dan tidak kurang juga banyak

pemimpin yang punya visi pengembangan layanan secara elektronik. Namun

masalahnya adalah bahwa pemanfaatan e-government sering terbentur dengan

faktor budaya yang memang kurang mendukung. Faktor budaya diantara para

birokrat dalam lembaga pemerintah inilah yang acap kali mengakibatkan

kurangnya kesadaran dan penghargaan terhadap pentingnya e-goverment.

Ditengah kedala-kendala tersebut mampukah e-government memunculkan

perbedaan terhadap kinerja pegawai di suatu instansi atau organisasi. Pada
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penelitian ini, variabel kinerja akan diukur melalui dimensi kuantitas kerja

(Quantity of work), yaitu kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan

berdasarkan volume/jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai, dengan

indikator tidak menunda pekerjaan yang diberikan, pekerjaan yang diberikan

sesuai dengan tugas pokok yang ditentukan, dan membandingkan hasil pekerjaan

pegawai dengan program kerja yang telah ditentukan (Dharma, 2003: 355).

Selanjutnya melalui dimensi kualitas kerja (Quality of work), yaitu kemampuan

pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan berdasarkan baik buruknya pekerjaan

yang harus diselesaikan, dengan indikator kemampuan pegawai dalam memeriksa

kembali pekerjaan yang telah diselesaikan, kemampuan akurasi dalam

menyelesaikan pekerjaan, kemampuan menyelesaikan tugas sesuai dengan standar

kerja, kemampuan mencapai target pekerjaan, dan melalui dimensi ketepatan

waktu (Timeliness), yaitu melalui kemampuan pegawai dalam

menyelesaikanpekerjaan berdasarkan waktu yang telah ditentukan, dengan

indikator kemampuan pegawai yang berkaitan dengan efektifitas dan efesiensi

pekerjaan.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui kinerja pegawai sebelum dan

sesudah pelaksaan e-government di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

daerah, maka perlu dilakukan uji signifikan melalui analisis diskriminant, dan

berdasarkan uraian di atas, garis besar kerangka pemikiran yang mendasari

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut:
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Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian

gan 1. Kerangka Fikir.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian kuantitatif merupakan jawaban masalah atas

pertanyaan penelitian yang dikembangkan berdasarkan teori-teori yang perlu diuji

melalui proses pemilihan, pengumpulan, dan analisis data. Berdasarkan dengan

uraian tersebut, dapat disusun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ho : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara kuantitas kerja sebelum

berbasis e-government dengan kuantitas kerja sesudah berbasis

e-government di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanggamus.

Kinerja Pegawai
Sebelum e-government

Kinerja Pegawai
Sesudah e-government

Kinerja Pegawai Di BPKAD Kabupaten Tanggamus

Uji Diskriminan Analisis

Dimensi Kinerja

1. Kuantitas Kerja
2. Kualitas Kerja
3. Ketepatan Waktu

(Dharma, 2003: 355)
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Ha : Terdapat perbedaan signifikan antara kuantitas kerja sebelum

berbasis e-government dengan kuantitas kerja sesudah berbasis

e-government di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanggamus.

2. Ho : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara kualitas kerja sebelum

berbasis e-government dengan kualitas  kerja sesudah berbasis

e-government di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanggamus.

Ha : Terdapat perbedaan signifikan antara kualitas kerja sebelum berbasis

e-government dengan kualitas  kerja sesudah berbasis e-government

di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Tanggamus.

3. Ho : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara ketepatan waktu sebelum

berbasis e-government dengan ketepatan waktu sesudah berbasis

e-government di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanggamus.

Ha : Terdapat perbedaan signifikan antara ketepatan waktu sebelum

berbasis e-government dengan ketepatan waktu sesudah berbasis

e-government di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanggamus.

4. Ho : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara kinerja pegawai sebelum

berbasis e-government dengan kinerja pegawai sesudah berbasis

e-government di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanggamus.
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Ha : Terdapat perbedaan signifikan antara kinerja pegawai sebelum

berbasis e-government dengan kinerja pegawai sesudah berbasis

e-government di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanggamus.

Kreteria Uji penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho diterima dan Ha ditolak jika t hitung < t tabel atau jika nilai Probabilitas > a 0,05.

Ho ditolak dan Ha diterima jika thitung > ttabel atau jika nilai Probabilitas < a 0,05.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sebuah penelitian harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-

kaidah keilmiahan agar dapat dipertanggung-jawabkan oleh peneliti. Hal ini akan

terwujud jika didukung dengan ketepatan alat untuk meneliti sebuah masalah.

Alat tersebut adalah metode penelitian. Metode penelitian adalah prosedur atau

alat yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir penelitian, dan untuk mencapai

tujuan tersebut harus didukung dengan strategi penggunaan berbagai metode

pengumpulan data, yang disebut metodologi, agar penelitian tersebut mencapai

tingkat keandalan dan kesahihan (Sulistyo-Basuki, 2006: 92) .

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena dalam penelitian ini

hubungan antara variabel bersifat sebab-akibat dan selain itu untuk menguji

hipotesis antara variabel kompetensi terhadap kinerja. Menurut Sugiyono

(2014:11) pendekatan kuantitatif ialah pendekatan dengan pengumpulan data

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik yang

memiliki tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dan hubungan

antar variabel bersifat kausal terhadap obyek yang diteliti.

Sedangkan tipe penelitian yang digunakan termasuk pada tipe penelitian

explanatory. Tipe penelitian explanatory menurut Sugiyono (2014:6) yaitu
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penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu, dengan

menggunakan kuesioner sebagai data primer/utama.

B. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2014:38) adalah sebagai atribut seseorang

atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu

objek dengan objek lain. Variabel merupakan sesuatu yang bervariasi. Variabel

yang digunakan pada penelitian ini ada 2 variabel, yaitu :

1. Variabel Terikat/dependen, yaitu : Sebelum & Sesudah e-government (Y)

2. Variabel Bebas/independen, yaitu: Kinerja (X)

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penjelasan mengenai arti suatu konsep yaitu

mengekspresikan abstrak yang terbentuk melalui generalisasi dari pengamatan

terhadap fenomena. Melalui konsep diharapkan dapat menyederhanakan

pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (event) yang

berkaitan satu dengan yang lain.

Adapun definisi konseptual pada penelitian ini, yaitu :

a. E-government (D) adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis

elektronik (teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan

kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas

bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju good governance.(Inpres

Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional

Pengembangan e-government)
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b. Kinerja (X) adalah merupakan hasil evaluasi kerja dari pegawai baik

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya (Mangkunegara (2007:65). Sedangkan pada variabel kinerja,

penelitian ini menggunakan dimensi kinerja menurut (Dharma, 2003: 355),

sebagai berikut :

1. Kuantitas kerja (X1) yaitu volume/jumlah pekerjaan. Kemampuan

pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan berdasarkan volume/jumlah

yang harus diselesaikan atau dicapai.

2. Kualitas kerja (X2) yaitu mutu (baik tidaknya). Kemampuan pegawai

dalam menyelesaikan pekerjaan berdasarkan baik buruknya pekerjaan

yang diselesaikan.

3. Ketepatan waktu (X3), yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang

direncanakan. Kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan

berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

2. Definisi Operasional

Menurut Nazir (2005: 34), definisi operasional adalah suatu definisi yang

diberikan kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti,

menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang

diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut. Definisi operasional

pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel  di bawah ini.
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Gambar 3. Definisi Operasional Penelitian

Variabel Dimensi Definisi

Operasional

No Indikator

Kinerja (X)

Kuantitas kerja Kuantitas kerja
adalah kemampuan
kerja pegawai
menyelesaikan
pekerjaan
berdasarkan volume
atau jumlah
pekerjaan.

1 Menyelesaikan tugas
sesuai target

2 Mampu mencapai hasil
kerja diatas standar

3 Membandingkan hasil
pekerjaan dengan
program kerja

Kualitas Kerja Kualitas kerja adalah

Kemampuan

pegawai

menyelesaikan

pekerjaan

berdasarkan mutu

atau baik buruknya

pekerjaan.

1 Memeriksa kembali
hasil pekerjaan

2 Mengerjakan pekerjaan
dengan perhitungan

3 Tidak banyak
melakukan kesalahan
dalam bekerja

4 Mampu menyelesaikan
pekerjaan dengan baik.

Ketepatan
Waktu

Ketepatan waktu
adalah kemampuan
pegawai dalam
menyelesaikan
pekerjaan
berdasarkan waktu
yang ditentukan.

1 Mampu menyelesaikan
tugas sesuai prosedur.

2 Mampu menyelesaikan

tugas dengan
Cepat

3 Mampu
mengalokasi waktu
kerja

Sebelum &
Sesudah e-
government

(D)

Sebelum
e-government

Kinerja Pegawai
Sebelum diterapkan

Aplikasi Sistem
Infermasi Keuangan

Daerah (SIMDA)

1. Kuantitas Kerja
2 Kualitas Kerja
3 Ketepatan Waktu
4 Kinerja Pegawai

Sesudah
e-government

Kinerja Pegawai
Sesudah diterapkan

Aplikasi Sistem
Infermasi Keuangan

Daerah (SIMDA)

1 Kuantitas Kerja

2 Kualitas Kerja

3 Ketepatan Waktu

4 Kinerja Pegawai

Sumber : Kinerja (Dharma, 2003: 355);.
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C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri: obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:297) . Populasi

dalam penelitian ini adalah pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aser

Daerah Kabupaten Tanggamus yang Berjumlah 57 responden.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi (Sugiyono,2014). Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan

berdasarkan pendekatan Slovin, dengan rumus sebagai berikut :

n =

Keterangan

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Nilai kritis (batas ketelitian = 10 persen)

Berdasarkan rumus Slovin di atas nilai kritis yang digunakan adalah 10 persen,

jumlah populasi dalam penelitian ini sebesar 57, maka jumlah sampel dapat

dihitung sebagai berikut :

= ( , )
= ,
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= ,
= 36,30 = 36

Hasil perhitungan sampel menunjukkan nilai 36 yang berarti sampel diambil

adalah sebanyak 36 orang responden. Metode pengambilan sampel yang

digunakan adalah dengan Nonprobabilty Sampling yaitu dengan teknik

pengambilan sample yang tidak memberi peluang sama bagi setiap unsur atau

anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Dengan menggunakan teknik

Sampling Insidental. Dengan cara ini teknik pengambilan sampel didasarkan pada

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan

ditemui itu cocok sebagai sumber data sampai berjumlah 36 responden.

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah segala sesuatu yang diketahui atau dianggap mempunyai sifat bisa

memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan (Sugiyono, 2014:34).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti langsung dari responden

dilapangan. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh melalui kuesioner

berdasarkan variabel penelitian yang diisi oleh Pegawai di Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus.
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2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada

pengumpul data, melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder dalam

penelitian ini digunakan sebagai pendukung data primer untuk memahami

masalah yang akan diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Tanggamus, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal ilmiah, informasi

dokumentasi lain yang diambil melalui sistem on-line (internet), dan dokumen-

dokumen yang ada kaitannya dengan materi pembahasan tesis ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kuoesioner

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar

pernyataan/pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada responden untuk

mendapatkan jawaban atau tanggapan berupa data atau informasi yang berkaitan

dengan variabel penelitian yaitu e-government dan kinerja. Kuesioner diberikan

kepada pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Tangamus. Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan  adalah skala

likert. Menurut Sugiyono (2014:132) skala likert digunakan untuk mengukur

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena

sosial. Penelitian ini menggunakan skala likert jenis interval, yaitu skala yang

menunjukkan nilai-nilai skala yang sama dalam karakteristik yang diukur.
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Responden diminta mengisi pertanyaan dalam skala interval berbentuk verbal

dalam jumlah kategori tertentu.

Dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan

menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi indikator-indikator yang terukur

yang dapat dijadikan titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa

pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Setiap jawaban

dihubungkan dengan bentuk pertanyaan atau dukungan sikap yang diungkapkan

dengan kata-kata sebagai berikut.

Tabel 1. Instrument Skor Tiap-Tiap Jawaban

No Jawaban Skor
1. Tidak Baik 1
2. Kurang Baik 2
3. Baik 3
4. Sangat Baik 4

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2017

Kemudian untuk menentukan kategori jawaban responden terhadap masing-

masing alternatif apakah tergolong sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah, maka

dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut:

Skor Tertinggi – Skor Terendah
Banyak Bilangan

Maka Memperoleh  = = 0,75
Demikian dapat diketahui kategori jawaban responden pada masing-masing

variabel yaitu:

Tabel 2. Kategori Jawaban Responden
No Jawaban Skor
1. Tidak Baik 1,00-1,75
2. Kurang Baik 1,76-2,50
3. Baik 2,51-3,25
4. Sangat Baik 3,26-4,00

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2017
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F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari hasil teknik pengumpulan data diatas, maka langkah-

langkah yang dapat ditempuh dalam pengolahan data adalahsebagai berikut:

1. Penyeleksian data (editing)

langkah ini merupakan bagian dalam memilih data yang representatif dan dapat

digunakan untuk proses selanjutnya. Penyeleksian data ini dilakukan dengan

memeriksa jawaban dari hasil penyebaran kuesioner yang telah diisi oleh

responden;

2. Pengelompokkan data (koding)

langkah ini dilakukan untuk mengklasifikasikan jawaban responden dalam bentuk

kategori. Pengklasifikasian ini diperlukan sebagai dasar analisis kuantitatif,

sehingga setiap jawaban responden diberikan skor/nilai;

3. Tabulasi data

langkah ini bertujuan untuk mengetahui frekuensi jawaban setiap responden

dengan cara menyusun jawaban responden berdasarkan bobot nilai dalam bentuk

tabel yang ditetapkan;

G. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Dalam penelitian, keampuhan instrumen penelitian (valid dan reliabel) merupakan

hal yang penting dalam pengumpulan data. Karena data yang benar sangat

menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian (Riduwan dan Sunarto, 2013:347).
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Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu instrumen (Riduwan dan Sunarto, 2013:348). Suatu instrumen

dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Validitas dapat

diketahui dengan menggunakan rumus Pearson Product Moment Cooficient Of

Correlation. Adapun rumus Pearson Product Moment Cooficient Of Correlation

sebagai berikut:

=
(∑ ) (∑ )(∑ )∑ ∑ ) (∑ (∑ )

Sumber:Sugiyono,2012:356

= koefisien Validitas

Xi = Skor Nilai X

Yi = Skor Nilai Y

N = banyaknya sampel yang dianalisa.

Uji Validitas diukur melalui kriteria berikut :

- Jika nilai rhitung > r tabel maka dapat dikatakan valid, jika sebaliknya

dikatakan tidak valid.

- Probabilitas (sig) < 0,05 maka instrumen dapat dikatakan valid, jika

sebaliknya maka dikatakan tidak valid.

Untuk menguji validitas instrumen penelitian, peneliti menguji validitas dengan

menggunakan data yang terkumpul sebanyak 36 responden dengan r kritis (taraf

signifikansi) 0,329 Nilai 0,329 didapat dari tabel penolong nilai r Pearson

Moment . dalam menentukan nilai r bila harga korelasi ≤ 0,329 maka dapat

disimpulkan bahwa item pernyataan tersebut tidak valid. Berdasarkan hasil
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perhitungan dengan bantuan SPSS 16, diketahui bahwa korelasi 17 pertanyaan

mengenai mutu layanan dengan skor total dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Validitas Instrumen Kelompok 1
(Sebelum Penerapan e-government)

Variabel Nomor R Hitung R Tabel Keputusan
Kuantitas

Kerja
1 0,617 0,329 Valid
2 0,660 0,329 Valid
3 0,462 0,329 Valid
4 0,449 0,329 Valid
5 0,434 0,329 Valid
6 0,579 0,329 Valid

Kualitas
Kerja

7 0,589 0,329 Valid
8 0,465 0,329 Valid
9 0,428 0,329 Valid
10 0,435 0,329 Valid
11 0,387 0,329 Valid
12 0,532 0,329 Valid

Ketepatan
Waktu

13 0,656 0,329 Valid
14 0,715 0,329 Valid
15 0,457 0,329 Valid
16 0,642 0,329 Valid
17 0,642 0,329 Valid

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 17 pertanyaan mengenai prosedur

pelalayanan dinyatakan valid. Item pernyataan tersebut dinyatakan valid karena

nilai r hitung ≥ dari r kritis, sehingga pertanyaan-pertanyaan dalam kuisoner

Kelompok 1 dapat digunakan untuk bahan kuesioner selanjutnya guna dianalisis

sebagai data penelitian.
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Tabel 4. Uji Validitas Instrumen Kelompok 2
(Setelah Penerapan e-government)

Variabel Nomor R Hitung R Tabel Keputusan
Kuantitas

Kerja
1 0,573 0,329 Valid
2 0,457 0,329 Valid
3 0,542 0,329 Valid
4 0,528 0,329 Valid
5 0,443 0,329 Valid
6 0,553 0,329 Valid

Kualitas
Kerja

7 0,528 0,329 Valid
8 0,336 0,329 Valid
9 0,578 0,329 Valid
10 0,398 0,329 Valid
11 0,548 0,329 Valid
12 0,534 0,329 Valid

Ketepatan
Waktu

13 0,556 0,329 Valid
14 0,815 0,329 Valid
15 0,624 0,329 Valid
16 0,578 0,329 Valid
17 0,815 0,329 Valid

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 17 pertanyaan mengenai prosedur

pelalayanan dinyatakan valid. Item pernyataan tersebut dinyatakan valid karena

nilai r hitung ≥ dari r kritis, sehingga pertanyaan-pertanyaan dalam kuisoner

Kelompok 2 dapat digunakan untuk bahan kuesioner selanjutnya guna dianalisis

sebagai data penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Arikunto (2010: 215) mengatakan bahwa reliabilitas akan menunjukkan bahwa

sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunkan sebagai alat pengumpul

data karena instrumen tersebut sudah baik, suatu kuesioner dikatakan reliabel jika

kuesioner tersebut memiliki taraf kepercayaan yang tinggi dan memiliki

kemantapan atau ketepatan. Karena dalam penelitian ini skor yang digunakan
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bukan 1 dan 0, melainkan skala dari 1-5, maka untuk mencari reliabilitas dalam

penelitian ini menggunakan rumus Koefisien Alfa (Cronbach Alpha) yaitu

= 1 − ∑
= Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal∑ = Jumlah varian butir

= Varian Total

Setelah hasil nilai Koefisien Alpha (Cronbach’s Alpha) didapatkan maka nilai

tersebut dibandingkan dengan nilai r tabel. Jika nilai α > r tabel, maka pertanyaan

tersebut reliabel. Sebaliknya jika nilai α < r tabel , maka pernyataan tersebut tidak

reliabel. Uji reliabel instrumen/koesioner diolah dengan menggunakan komputer

program excel dan SPSS (Statistical Product and Service Solutions). Hasil Uji

dapat dilihat pada tabel :

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Instrument

Variabel Item Cronbach's Alpha
(r hitung)

r tabel Keputusan

Kelompok 1 17 0,762 0,329 Reliabel

Kelompok 2 17 0,696 0,329 Reliabel

H. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis

kuantitatif. Suatu cara atau teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan

rumus statistik yang kemudian akan diinprestasikan ke dalam bentuk kalimat-
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kalimat. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan

statistik inferensial.

1. Statistik Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2008) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan

untuk menganalisis suatu data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data tersebut berasal dari

jawaban responden melalui kuesioner atas item-item dan akan diperoleh dengan

cara dikelompokkan dan ditabulasi kemudian diberikan penjelasan.

2. Analisis Discriminant

Menurut Cramer, Multiple Discriminant Analysis merupakan teknik parametrik

yang digunakan untuk menentukan bobot dari prediktor yg paling baik untuk

membedakan dua atau lebih kelompok kasus, yang tidak terjadi secara kebetulan.

Model analisis diskriminan ditandai dengan ciri khusus yaitu data variabel

dependen yang harus berupa data kategori, sedangkan data independen justru

berupa data non kategori. Atau dengan kata lain analisis diskriminan adalah teknik

untuk menganalisis data yang memiliki variabel dependen dalam

bentuk kategori dan variabel independen dalam bentuk metric.

Hal ini dapat dimodelkan sebagai berikut :

Y1 = X1 + X2 + X3 + … + Xn

Dimana :
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1. Variabel Independen (X1 dan seterusnya) adalah data metrik, yaitu data

berskala interval atau rasio.

2. Variabel Dependen (Y1) adalah data kategorikal atau nominal. Jika data

kategorikal tersebut hanya terdiri dari 2 kode saja disebut “Two-Groups

Discriminant Analysis”. Namun apabila lebih dari 2 kategori disebut

“Multiple Discriminant Analysis”.

Dependen variabel dari analisis diskriminan disebut criterion à kategori

(nominal/ordinal) dalam regression disebut dummy variable (hanya saja tidak

hanya 2 kategori, tapi bisa lebih dari 2 kategori). Sedangkan independen variable-

nya disebut predicto à interval/rasio.

a. Model Multiple Discriminant Analysis

Bentuk Kombinasi linier Multiple Discriminant Analysis :

D = bo + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4+ b5X5

Dimana :
D = Skor Diskriminan
B = Koefisien diskriminasi atau bobot
X = Predictor atau Variabel Independen

b. Tujuan Multiple Discriminant Analysis

Tujuan dari Multiple Discriminant Analysis yakni adalah sebagai berikut:

1. Untuk membedakan suatu objek (responden) masuk dalam kelompok

kategori mana.

2. Menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara kategori dengan

prediktor
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3. Menentukan prediktor yang mana yang memberikan sumbangan sehingga

terjadi perbedaan antar kelompok.

Dalam literatur yang lain tujuan dari analisis diskriminan adalah :

1. Menganalisis apakah terdapat perbedaan yang cukup signifikan antar

kelompok dalam hal variabel independen

2. Penentuan variabel mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap

perbedaan yang terjadi antar kelompok

3. Klasifikasi setiap kasus ke dalam satu kelompok berdasarkan nilai dari

prediktor

4. Evaluasi terhadap akurasi klasifikasi

c.  Asumsi Analisis Diskriminan

Asumsi penting yang harus dipenuhi agar model diskriminan dapat digunakan

antara lain :

1. Variabel bebas harus terdistribusi normal (adanya normalitas). Jika data tidak

berdistribusi normal, hal ini akan menyebabkan masalah pada ketepatan

fungsi (model) diskriminan. Regresi Logistic (Logistic regression) bisa

dijadikan alternatif metode jika memang data tidak berdistribusi normal.

2. Matriks kovarians dari semua variabel bebas relatif sama (equal).

3. Tidak terjadi multikolinearitas (tidak berkorelasi) antar variabel bebas. Jika

dua variabel bebas mempunyai korelasi yang kuat, maka dikatakan terjadi

multikolineariatas.

4. Tidak terdapat data yang ekstrim (outlier). Jika ada data outlier yang tetap

diproses, hal ini bisa berakibat berkurangnya ketepatan klasifikasi dari fungsi

diskriminan.
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d. Proses Analisis Diskriminan

Beberapa langkah yang merupakan proses dasar dalam analisis diskriminan

antara lain :

1. Memilah variabel-variabel menjadi variabel terikat (Dependent) dan variabel

bebas (Independent).

2. Menentukan metode untuk membuat fungsi diskriminan, yaitu :

- Simultaneous Estimation; semua variabel dimasukkan secara bersama-

sama lalu dilakukan proses diskriminan.

- Step-Wise Estimation; variabel dimasukkan satu per satu ke dalam model

diskriminan. pada proses ini, tentu ada variabel yang tetap ada pada model

dan ada kemungkinan satu atau lebih variabel independent yang dibuang

dari model.

3. Menguji signifikansi fungsi diskriminan yang terbentuk, dengan

menggunakan Wilk’s Lambda, Pilai, F test, dan lainnya.

4. Menguji ketepatan klasifikasi dari fungsi diskriminan (secara individual

dengan Casewise Diagnotics).

5. Melakukan interpretasi fungsi diskriminan.

6. Melakukan uji validasi fungsi diskriminan.

Dengan analisis diskriminan, pada akhirnya akan dibuat sebuah model seperti

regresi yaitu satu variabel terikat (dependent) dan banyak variabel bebas

(independent). Prinsip diskriminan adalah ingin membuat model yang dapat

secara jelas menunjukkan perbedaan (diskriminasi) antar isi variabel dependen.
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I. Uji Hipotesis

1. Ho : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara kinerja pegawai sebelum

berbasis e-government dengan kinerja pegawai sesudah berbasis

e-government.

Ha : Terdapat perbedaan signifikan antara kinerja pegawai sebelum

berbasis e-government dengan kinerja pegawai sesudah berbasis

e-government.

2. α = 0.05

3. Daerah kritis: H0 ditolak jika p value (Sig.) < 0.05.

4. Jika p value (Sig.) < 0.05 maka H0 ditolak dengan kesimpulan bahwa terdapat

perbedaan signifikan antara kinerja pegawai sebelum berbasis e-government

dengan kinerja pegawai sesudah berbasis e-government. Sebaliknya jika p value

(Sig.) > 0.05 maka H1 ditolak dengan kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan

signifikan antara kinerja pegawai sebelum berbasis e-government dengan kinerja

pegawai sesudah berbasis e-government.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat perbedaan yang signifikan pada variabel kuantitas kerja sebelum

penerapan e-government dengan kuantitas kerja sesudah penerapan

e-government dengan tingkat signifikansi paling tinggi diantara variabel

lainnya.

2. Setelah penerapan e-government kualitas kerja adalah variabel yang tidak

memperlihatkan perbedaan yang signifikan pada kinerja pegawai di Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus. Kualitas

kerja tidak termasuk variabel yang diteliti (remove).

3. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam variabel ketepatan waktu

sebelum penerapan e-government dengan ketepatan waktu sesudah

penerapan e-government.

4. Dari ketiga variabel yang telah diteliti penerapan e-government

memberikan pengaruh yang segnifikan ke arah positif pada dua variabel

yakni variabel kuantitas kerja dan ketepatan waktu. Penerapan sistem

elektronik telah memberikan pengaruh yang signifikan kearah yang positif

pada kinerja pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanggamus.
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5. Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa kualitas kerja menjadi

dimensi yang tidak memiliki pengaruh signifikan setelah di terapkan

e-government. Tentunya ini dapat dijadikan sebagai  bahan rujukan untuk

dapat diteliti lebih lanjut pada penelitian selanjutnya. Mengapa e-gov tidak

mampu mempengaruhi kualitas kerja.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka penulis dapat memberi

masukan dan saran dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai di Pemerintah

Daerah Kabupaten Tanggamus yaitu:

1. Suatu sistem atau aplikasi yang dibangun mampu meningkatkan kuantitas

hasil pekerjaan dan kecepatan yang deperlukan dalam menyelesaikan

suatu pekerjaan namun aplikasi ternyata tidak serta merta mampu

meningkatkan kualitas hasil pekerjaan yang ada didalamnya. Diperlukan

adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dan memenuhi

standar kebutuhan sistem teknologi informasi yang ada. Sehingga

diharapkan akan mampu meningkatnya kualitas hasil pekerjaan.

2. Untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai dalam hal kualitas kerja perlu

adanya pelatihan dan bimbingan teknis tentang pemahaman dan

penguasaan hal-hal yang terkait dengan kewajiban pekerjaan seperti

penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan dan prosedur penatausahaan di

BPKAD Kabupaten Tanggamus. Dengan demikian diharapkan kualitas

kerja yang dimiliki pegawai akan semakin meningkat dan berpengaruh

pada meningkatnya kinerja pegawai.
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3. Dari hasil penelitian ini penerapan e-government mampu memberikan

pengaruh signifikan pada kinerja pegawai di BPKAD Kabupaten

Tanggamus. Diharapkan sistem berbasis e-government ini bisa diterapkan

ke dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Terlebih kepada

organisasi perangkat daerah yang langsung behubungan kepada pelayanan

kepada masyarakat.
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